
PEMERINTAH KABUPATEN BONE
INSPEKTORAT DAERAII

Jl. H. A. Mappanyukki Lt. III Watampone, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan
Kode Pos 92733, No. Telp./Iax. (0481)24461

XEPUTUSAN
IIISPEKTI'R DAERAII XABUPATEIT BONE

rrouoR 2l{ TAHrrtf 2q}1

TEI{TANG

PERI'BAIIAI{ ATAS XIPUTUSAIT II|SPEKTI'R DAERAII I(ABI'PATEIT BOI{E
NOUOR 3() TAHUII 2018 TENTANG II|DIKATOR KII{TRTIA UTATA

I}f SPEIITORAT DAERAH XABI'PATEII BOI| T
TAHITn 20ta-2o/23

INSPEKTUR DAERAH,

Menimbang a. bahwa untuk menyelaraskan dan mempertajam prioritas
kinerja terkait arah pencapaian tujuan dan sasaran strategis
serta terciptanya peningkatan akuntabilitas kine{a
perangkat daerah dalam pelaksanaan progrzrm dan kegiatan

Tahun 2Ol8-2O23, maka diperlukan Perubahan Indikator
Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2O18-

2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Inspektur
Daerah Kabupaten Bone tentang Perubahan atas Keputusan

Inspektur Daerah Kabupaten Bone Nomor 3O Tahun 2O18

tentang Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah

Kabupaten Bone Tahun 2OL8-2O23.

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun f959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang No. 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20O4 Nomor 1O4, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO7 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2OO5-2O25

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
aToo);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
52341;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaral Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tan$ahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2O15 tentalg Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OL5 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 Tentang
Administrasi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O14 Nomor 292, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 20O6 Tentang
Pelaporan Keuangan dan Kine{a Instansi Pemerintah
(I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
46t4);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20O8 Nomor 21);

11. Peraturan Pemerintal-r Nomor 60 Tahun 20O8 Tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20O8 Nomor 127, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O16 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 TaJtun 2079
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2016 (Irmbaral Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 187, Tambahan [.embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O17 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O17

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6O4l);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6323);

15. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2O14 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (kmbaran Negara
Tahun 2O14 Nomor 8O);

16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun
2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
33);

17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun
2Ol8 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor
108);

18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2O2O tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2O2O - 2024 (l*mbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2O Nomor 1O);

19. Peraturan Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/2O/M.PANI 11 l2OO8 tentang Pedoman Penyusunan
Indikator Kineq'a Utama;

2O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencacna
Kerja Pemerintah Daerah;

2 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1O7 Tahun 2017
tenta-ng Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi
dan Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 16O5);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2O20

Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2019 tentang l,aporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2O20 Nomor 288);

23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun
2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2O10

Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Nomor 251);

24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2Ol8-2O23
(kmbaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2Ol9
Nomor 1, Tambahan kmbaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Nomor 301) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun
2O2l tertang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencala
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2OOa-2O28 (l,embaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2O2l Nomor l, Tambahan
kmbaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 20O8

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Bone Tahun 2OO5-2O25 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone
Nomor 9 Tahun 2O 16;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2O16

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2O2O tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan
kmbaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 3);



Menetapkan :

KESATU :

KEDUA

KEIIGA

2T.Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2O19
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Bone Tahun 2O|A-2O23 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bone Tahun 2Ol9 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 3) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone
Nomor 2 Tahun 2O2l tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Bone Tahun 2O1a-2O23 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bone Tahun 2O2l Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor l);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 87 Tahun 2O18

tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten
Bone Tahun 2Ol8-2O23 (Berita Daerah Kabupaten Bone
Tahun 2O18 Nomor 87);

29. Peraturan Bupati Bone Nomor 65 Tahun 2O20 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi serta
Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Bone
Tahun 2020 Nomor 65);

MEMUTUSKAN

Indikator Kine{a Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten
Bone Tahun 2Ota-2O23, dengan perubahan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan
dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang dimaksud
pada Diktum KESATU merupakan indikator kinerja yang
terukur dan berorientasi pada hasil;
Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimal<sud pada
diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja
pelayanan perangkat daerah selama tahun 2018-2023, yang
digunakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bone dalam
proses pen5rusunan, penetapan, dan pelaksanaan :

1. Perencanaan Strategis Jangka Menengah;
2. Perencanaan Kinerja Tahunan;
3. Perjanjian Kinerja Tahunan;
4. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja;
5. Evaluasi Pencapaian Kinerja; dan
6. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan

Program dan Kegiatan;



KEEMPAT Indikator Kine{a Utama sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU, disusun selaras dengan penetapan Indikator Kine{a
Utama Pemerintah Kabupaten Bone;

DAERAH,

A. YA.UII AT., M.Si.
: Pembina Utama Muda
:19680725 199303 1 005

Tembusan : Kepada Yth.

1. Bupati Bone di Watampone;

2. Ketua DPRD Kabupaten Bone di Watampone;

3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone di Watampone;

4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bone di Watampone;

5. Pertinggal.

q.
*

AT

KA

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan diWatampone
Padatanggal 5 Mei2O2l



LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 30 TAHUN
2018 TENTANG INDIKATOR KINER.IA UTAMA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2018-
2023

OPD

T\rgas

Flrngsi

INDII(ATOR XTI{ER.IA UTA.}IA
INSPEKTORAT DA.ERTII I(AB. BOI|E

TAHI r{ 20LA-2o/23

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BONE

Membantu Bupati dalam Mengoordinasikan Penyelenggaraan
Pengawasan dan Pembinaan terhadap Pelaksanaan Urusal
Pemerintahan, Pembalgu.nan, dan Kemasyarakatan.

1. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Fasilitasi
Pengawasan;

2. Pelaksanaan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja dan
Keuangan Melalui Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dal
Kegiatan Pengawasan Lainnya;

3. Pelaksanaan Pengawasan untuk Tujuan Tertentu atas Penugasan
Bupati dan/atau Gubemur selaku Wakil Pemerintah Pusat;

4. Penyusunan l,aporan Hasil Pengawasan;
5. Pelaksanaan Koordinasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi;
6. Pengawasan Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi;
7. Pelaksanaal Administrasi Inspektorat Daerah Kabupaten; dan
8. Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan oleh Bupati Terkait

dengan T\rgas dan Fungsinya.

Indikator KinerJa Utama :

No.
Tujuan & Sasaran

Strategis
lndikator Knerja

t tama
Satuan

Penjelasan/
Formulasi

Perhitungan Capaian
Target lfinerja

Sumber Data

(1) (4 t5)

1 Tuiuan :

Mewujudkan
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah Yang

Berkinerja Baik &
Akuntabel

Predikat
ldengon

Nilo0

Laporan Hasil

Evaluasi (LHE)

lmplementasi
sAKIP Pemkab.

Bone oleh
Kementerian PAN-

RB, pada Tahun
2018-2023

Status
Nilai Capaian Target
Kinerja ditentukan
berdasarkan Oprnl
BPK-RI sesuoi
dengon Hosil
Pemerikoon otos
Ldporon Keuongan
Pemeintoh Doerah
(LKPD)

Laporan Hasil Audit
(LHA} BPK-RI

terhadap LKPD Kab.

Bone, pada Tahun
2018-2023

Tingkat Maturitas
Penyelenggaraan
Sistem
Pengendalian
lntern Pemerintah
(sPrP)

Predikat
ldengon

Nilol

Laporan Hasil

Penilaian Maturitas
Penyelenggaraan
SPIP Pemkab. Bone
oleh BPKP, pada

Tahun 2018-2023

Predikat
Akuntabilitas
Kinerja Pemerintah
oaerah
berdasarkan Hasil

Evaluasi
lmplementasi
SAKIP

Nilai Capaian TarBet
Kinerja ditentukan
berdasarkan Hosl
Evoluosi
lmplementosi SAKIP

yong dipublikosikan
oleh Kementerion
PAN.RB

Opini BPK-RI

berdasarkan Hasil

Audit terhadap
Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
(LKPD}

Nilai Capaian Target
Kinerja ditentukan
berdasarkan Hosl
Peniloian Maturitos
Penyelenggoroon
SPIP oleh BPKP



No.
Tujuan & Sasaran

Strategis
lndikator Kineria

Utama
Satuan

Penjelasan/
Formulasi

PerhitunSan Capaian
Target Kinerja

Sumber Data

(1) (2) 6)

1.1 Sasaran:

Meningkatnya
Akuntabilitas
Kinerja dan
Keuangan
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah
Secara Efektii
Efisien, Ekonomis
dan
Berkelanjutan

Persentase OPD

dengan Predikat
lmplementasi SAKIP

minimal B (>60)

berdasarkan Hasil

Penilaian APIP

Persen
(%l

Nilai Capaian TarBet
Kinerja ditentukan
berdasarkan
Persentose
Perbondingon antara
Jumloh OPD yonq
Predikot
lmplementosi
SAKlPnyo minimol B
(>60) dengan Jumlah
Totol OPD Pemkob.
8one, berdasarkan
Hasil Penilaian APIP

(lnspektorat Daerah
Kab. Bone)

Laporan Hasil

Evaluasi atas
lmplementasi
SAKIP seluruh OPD

Lingkup Pemkab.
Bone setiap
tahunnya oleh
lnspektorat Daerah
Kab. Bone, pada

Tahun 2018-2023

Persentase
Penyelesaian
Tindak Lanjut atas
Rekomendasi
Temuan Hasil

Pemeriksaan

BPK.RI

Persen
(%l

Nilai Capaian Target
Kinerja ditentukan
berdasarkan
Persentase
Perbondingon antara
Jumloh Rekomendasi
Temuon yong teloh
selesoi ditindok-
lonjuti oleh OPD

den$an lumlah Totol
Rekomendosi
Temuon Hasil
Pemeriksoon BPK-Rl

terhodop Keuongon
& Kinerjo Pemkob.
Bone hingga tohun
berkenoon/tohun
peloporon.

Laporan Hasil
Pemantauan dan
Pemutakhiran
Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan BPK-

Rl terhadap
Pemerintah Kab.

Bone yang dirilis
setlap tahunnya
oleh BPK-RI, pada
Tahun 2018-2023

Persentase OPD

yang menerapkan
SPIP pada Level 3
(Terdefinisi)
berdasarkan Hasil

Penilaian APIP

Persen
(%l

Nilai Capaian Target
Kinerja ditentukan
berdasarkan
Persentose
Perbondingan anlara
Jumloh OPD yong
Menerapkan SPIP

podo Level 3
(Terdefinisi) dengan
lumloh Totdl oPD
Pemkob. Bone yong
wojib diniloi/
dievaluosi,
berdasarkan Hasil
Penilaian APIP

(lnspektorat Daerah
Kab. Bone)

Laporan Hasil
Evaluasi atas
Tingkat Maturitas
SPIP (Sistem

Pengendolion
lntern Pemerintohl
OPD Lingkup
Pemkab. Bone yang

wajib dinilai setiap
tahunnya oleh
lnspektorat Daerah
Kab. Bone, pada

Tahun 2018-2023



No.
Tujuan & Sasaran

Strategis
lndikator Kinerja

Utama
Satuan

Penjelasan/
Formulasi

Perhitungan Capaian
Target xinerja

Sumber Data

{11
p) l,

Persentase
Penanganan
Pengaduan
Masyarakat
terhadap
Pemerintah Daerah
dan Pemerintah
Desa sesuai
kewenangan APIP

Persen

%t

Nilai Capaian Target
Kinerja ditentukan
berdasarkan
Persentose
Perbondingdn anlata
lumlah Loporon Hosil
Penonganan/
Penyelesoion
Pengodudn
Mosyorokot dengan
Jumlah Loporon
Penqoduon
Masyorokot yong
diterimo setiap
tahunnyo sesuai
kewenangan
lnspektorat Daerah
Kab. Bone

Data Laporan
Tahunan atas
Realisasi

Penanganan/
Penyelesaian Kasus

Pengaduan
Masyarakat yang

ditangani oleh
lnspektorat Daerah
Kab. Bone atas
penugasan Bupati
Bone pada Tahun
2018-2023

1.2 Sasaran:

Meningkatnya
Kapabilitas
lnspektorat
Daerah selaku
APIP dalam
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah

Hasil Assessment
Kapabilitas APIP

lnspektorat Daerah
berdasarkan
Standar IACM
(lnternal Audit
Capability Model)

Predikat
Nilai Capaian Target
Kinerja ditentukan
berdasarkan Hosil
Peniloion
(Assessment) otas
Tingkot Kopobilitas
APIP lnspektorot
Doeroh Kob, Bone
oleh BPKP

Laporan Hasil

Penilaian
(Assessrnent) atas
Tingkat Kapabilitas
APIP lnspektorat
Daerah Kab. Bone
oleh BPKP, pada

Tahun 2018-2023

Ditetapkan di Watampone
Pada Tanggal 5 Mei 2O2l

DAERAII

Pembina Utama Muda
:19680725 199303 1 005

M.St.


